
SALINAN 

PERATURAN GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 45 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 54 TAHUN 2012 
TENT ANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

TAHUN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2012, 
telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013; 

b. bahwa sesuai ketentuan Bab IV Lampiran 1 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja 
Pembagunan Daerah Tahun 2013, perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2013 dapat dilakukan apabila 
berdasarkan hasil pelaksanaannya dalam tahun berjalan 
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan 
keadaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 
2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013; 

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 
Penyelenggaraan Negara yang 
Kolusi dan Nepotisme; 

28 Tahun 1999 tentang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional; 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 
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7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah; 

Tahun 2004 tentang 
Anggaran Kementerian 

Nomor 21 
Kerja dan 

10.  Peraturan Pemerintah 
Penyusunan Rencana 
Negara/Lembaga; 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian, 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah; 

16 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;  

17 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

18 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana 
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;  

19 .  Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Daerah Nomor 1 0  Tahun 2008 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah; 

2 1 .  Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 201 1  tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu; 

22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;  

23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 ;  

24. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah; 
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Menetapkan 
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25. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011  tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

26. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013; 

27. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2013; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUSAHAN ATAS PERATURAN 
GUBERNUR NOMOR 54 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013. 

Pasal I 

Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012, diubah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. 

Pasalll 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 20 Mei 2013 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Ttd. JOKOW IDODO Diundangkan di Jakarta pad a tanggal 23 Juli 2013 
Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Ttd. 

WIRIYATMOKO 
NIP 195803121986101001 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

TAHUN 2013 NOMOR 53010 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! DAERAH � IBUKOTA JAKARTA, 
SRIRAHAYU NIP 195712281985032003 


